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Libur Nataru, Oknum Jukir Nakal Diantisipasi
YOGYA(KR) - Keluhan tarif parkir tidak

wajar selama musim libur Natal dan tahun

baru (Nataru) mendapat atensi dari jajaran

Pemkot Yogya. Keberadaan oknum juru

parkir (jukir) nakal juga bakal diantisipasi.

Namun demikian, wisatawan tetap diimbau

agar mencermati karcis sebelum meman-

faatkan jasa parkir.

Sekretaris Dinas Perhubungan Kota

Yogya Golkari Made Yulianto, menjelaskan

total ada 821 jukir resmi yang mengantongi

surat izin dalam menjalankan tugasnya

dalam melayani jasa perparkiran di tepi

jalan umum. Selain itu masih ada empat

tempat khusus parkir (TKP) yang dikelola

oleh pemerintah. "Tapi tidak memungkiiri

bahwa kunjungan di Kota Yogya juga akan

tinggi dan masyarakat ingin parkir paling

dekat dengan tempat yang dituju. Padahal

di sana bukan parkir resmi sehingga yang

terjadi seperti yang kerap dikeluhkan mulai

tarif tidak wajar hingga pelayanan kurang

baik," urainya, Senin (11/12).

Jasa parkir liar tersebut sebenarnya su-

dah sering ditertibkan oleh petugas gabun-

gan. Beberapa titik lokasi yang kerap di-

manfaatkan oleh oknum jukir nakal bahkan

sudah diidentifikasi. Hanya para oknum

tersebut kerap melakukan aksi 'kucing-

kucingan' dengan petugas.

Oleh karena itu, Golkari mengimbau agar

wisatawan mencermati karcis parkir se-

belum menggunakan jasa penitipan

kendaraan. Karcis resmi yang diterbitkan

oleh Dinas Perhubungan memiliki ciri yang

mudah dilihat seperti ada kop Pemerintah

Kota Yogyakarta serta memuat peraturan

daerah sebagai dasar hukum serta tarif

yang sudah diatur. "Harusnya dimintai kar-

cis dulu. Kalau bukan karcis resmi, mending

tidak usah parkir di lokasi itu karena dikha-

watirkan muncul lagi pelaku parkir liar dan

menarik pungutan yang tidak sesuai perda,"

tandasnya.

Pihaknya juga sudah meminta tim saber

pungli untuk melakukan tindakan yang

lebih tegas. Hal ini karena bisa jadi pelaku

jukir liar yang tidak memiliki dasar dalam

melakukan pungutan masuk dalam kate-

gori pungli. Apalagi jika lokasi yang digu-

nakan untuk melakukan jasa parkir terda-

pat tanda atau rambu larangan parkir.

Sehingga sudah jelas jika pelayanan jasa

parkir di sana merupakan liar.

Golkari menjelaskan, pihaknya juga me-

minta pelaku parkir di lokasi baru agar

mengajukan izin ke instansinya jika hendak

membuka jasa parkir. Terutama pada lokasi

swasta yang dijadikan tempat khusus

parkir. Ketika alas haknya dapat dipertang-

gungjawabkan atau jelas milik yang ber-

sangkutan, maka perizinan pasti akan diter-

bitkan. "Bagi pelaku jukir resmi, sudah pasti

kerap kami berikan pembinaan. Ini juga

akan memudahkan kami dalam melakukan

koordinasi. Tetapi pengunjung juga jangan

memaksakan diri untuk parkir di area

larangan parkir meski di sana ada jukirnya,"

tandasnya.

Sementara itu, Plh Kepala Dispar DIY

Kurniawan di Yogyakarta, pada libur Nataru

diprediksi ada dua belas lokasi wisata yang

berpotensi terjadi kemacetan. "Berdasarkan

pemetaan, ada  12 titik yang berpotensi macet

lantaran padatnya mobilitas wisatawan.

Yaitu Malioboro dan Kraton, Monjali dan

Jakal. Selain itu ada di Prambanan Breksi

dan sekitarnya. Kulonprogo ada Ayunan

Langit Sungai Mudal, Waduk Sermo, Kali

Biru dan Pantai Glagah. Sementara untuk

Pantai Parangtritis dan Depok berpotensi

antrean panjang di loket, Hutan Pinus

Mangunan. Gunungkidul ada di Pantai

Baron, Heha Ocean View, Goa Pindul, Bukit

Bintang dan Nglanggeran," katanya.

Kurniawan mengatakan, guna meng-

antisipasi terjadinya kemacetan dan mem-

berikan rasa nyaman bagi para wisatawan

pengelola wisata diminta menambah perso-

nel guna mengurangi potensi antrean.

Apalagi dalam momen libur akhir tahun

nanti akan ada sedikitnya 30 event yang

akan digelar. Untuk segala sesuatu yang

berkaitan dengan itu, termasuk sarana

prasarana harus dipersiapkan dengan se-

baik-baiknya. Karena berdasarkan pe-

ngalaman yang sudah ada, terjadi kenaikan

jumlah wisatawan cukup signifikan. Supaya

mereka bisa terlayani dengan baik,

alangkah baiknya apabila pengelola desti-

nasi wisata melakukan persiapan sejak dini. 

(Dhi/Ria)-d

PENDAFTARAN KPPS DIBUKA HINGGA 20 DESEMBER 2023

Honor Meningkat, Diupayakan Dapat Jaminan Perlindungan
YOGYA (KR) - KPU Kota Yogya mulai

membuka penerimaan pendaftaran

calon Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara (KPPS) untuk

Pemilu 2024. Honorarium yang bakal di-

terima KPPS dipastikan meningkat di-

banding Pemilu 2019 lalu. Mereka juga

tengah diupayakan memperoleh jamin-

an guna memberikan perlindungan sela-

ma menjalankan tugas.

Ketua Divisi Sumber Daya Manusia

KPU Kota Yogya Agus Muhammad

Yasin, menjelaskan pengumuman

pendaftaran sekaligus penerimaan

berkas sudah dimulai sejak Senin

(11/12). Bagi calon KPPS yang memiliki

berkas lengkap dapat diserahkan ke

Panitia Pemungutan Suara (PPS) hing-

ga 20 Desember 2023. "Total ada 1.298

TPS yang ada di Kota Yogya. Masing-

masing TPS diisi oleh tujuh orang

KPPS, sehingga kami membutuhkan

9.086 KPPS. Di samping itu tiap TPS ju-

ga akan dijaga oleh dua orang petugas

Linmas," jelasnya, Senin (11/12).

Beberapa persyaratan antara lain ber-

usia 17 tahun hingga maksimal 55

tahun pada saat pemungutan suara. Di

samping itu berdomisili di wilayah kerja

KPPS, pendidikan minimal SMA sedera-

jat serta tidak menjadi anggota partai

politik. Terkait batas usia, pada Pemilu

2019 lalu tidak diatur usia maksimal.

Pembatasan usia pada Pemilu 2024

merupakan salah satu bagian dari eval-

uasi penyelenggara pemilu sebelumnya.

Sementara menyangkut honorarium,

anggota KPPS pada Pemilu 2024 di-

pastikan meningkat atau melonjak ta-

jam dibandingkan Pemilu 2019 lalu.

Pada Pemilu 2019 ketua KPPS menda-

patkan honor Rp 550.000 dan anggota

KPPS Rp 500.000. Sedangkan honor ke-

tua KPPS pada Pemilu 2024 mencapai

Rp 1.200.000, sedangkan anggota KPPS

Rp 1.100.000. Kenaikan honorarium

KPPS tersebut mencapai sekitar 120

persen.

Yasin menambahkan, pihaknya juga

tengah mengupayakan ada jaminan per-

lindungan guna menopang kinerja

KPPS Pemilu 2024. Jaminan tersebut

berupa BP Jamsostek yang bakal diko-

ordinasikan bersama unsur Pemkot

Yogya. "Ada upaya ke sana. Kita sudah

audiensi dengan instansi terkait kemu-

dian pada Selasa (12/12) akan kami ko-

ordinasikan kembali kepastiannya.

Termasuk juga memastikan waktu dan

lokasi untuk pemeriksaan kesehatan

calon KPPS yang meliputi tensi, gula

darah dan kolesterol," urainya.

Dengan adanya kenaikan honorarium

serta jaminan perlindungan, diharap-

kan kinerja KPPS bisa semakin optimal.

Apalagi masa kerja KPPS satu bulan

penuh mulai 25 Januari 2024 hingga 25

Februari 2024. Tugas dan wewenang

KPPS juga sudah diatur dalam PKPU

Nomor 8 Tahun 2022. Ketugasan paling

ekstra ialah pada saat pelaksanaan pe-

mungutan suara 14 Februari 2024 lan-

taran harus bertugas selama satu hari

penuh.                                              (Dhi)-d

KR-Lutfi

LEMBAGA Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama(Lazis NU) PWNU

DIY berhasil mengumpulkan donasi Palestina sebesar Rp 645.616.700. Dana

tersebut dikumpulkan melalui Lazis NU se-DIY. Selanjutnya dana diserahkan ke

Lazis NU Pusat untuk diteruskan kepada yang berhak menerima. Tampak

Ketua Lazis NU DIY  Mambaul Bahri didampingi Ketua PWNU DIY Dr HA Zuhdi

Muhdlor secara simbolis menyerahkan donasi Palestina kepada Sekjen Lazis NU

Pusat  Moesava. 


